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Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang 
dimulai pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan 9 Juni 2021. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerapan yang terjadi berdasarkan 
PP No. 60 Tahun 2010 terhadap tingkat penerimaan zakat dan faktor yang 
menghambat penerapan kebijakan PP No. 60 Tahun 2010 di Kantor BAZNAS 
Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 
bahan evaluasi bagi Kantor BAZNAS maupun Kantor Pajak di Kabupaten Rokan 
Hilir serta sebagai referensi untuk peneliti berikutnya. Peneliti menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
interview/wawancara kepada pegawai kantor BAZNAS dan beberapa orang 
narasumber yang merupakan muzakki di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan PP No.60 Tahun 2010 terkait 
zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih belum efektif hal ini 
didukung berdasarkan hasil penelitian dimana banyaknya masyarakat yang belum 
mengetahui tentang adanya peraturan ini dan disebabkan oleh beberapa faktor 
penghambat.  
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1.1 Latar Belakang 
Pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan 
merupakan pendapatan terbesar diantara sumber penerimaan negara lainnya. Pajak 
digunakan untuk memenuhi keperluan negara dan berfungsi untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. 
Pendapatan negara yang bersumber dari pajak terbagi dalam tujuh sektor yaitu 
pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas 
barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan banngunan (PBB), pajak perdagangan 
internasional dan pajak bea dan cukai. Berdasarkan jenis pajak, kontribusi terbesar 
adalah Pajak Pertambahan Nilain Dalam Negeri. Sepanjang Januari - Oktober 
2019 jumlah penerimaan PPN Dalam Negeri adalah Rp. 234,8 triliun atau 23,1% 
dari total penerimaaan pajak. Dan pajak penghasilan badan merupakan kontribusi 
terbesar kedua dengan jumlah penerimaan RP. 192,6 triliun atau 18,9% total dari 
penerimaan pajak (CNBC, 2019). 
Pendapatan negara tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp. 2.165,1 triliun, 
dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.786,3 triliun. Penerimaan 
perpajakan selalu menepati posisi teratas dalam menyumbang pendapatan negara 
(DPR, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak 
merupakan kontribusi wajib bagi warga kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 







negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan, menurut Prof. Dr. 
Rochmat Soemitro, S.H menyatakan pajak adalah iuran rakyat pada kas negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 
timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Pada hakikatnya zakat sama halnya dengan pajak, zakat juga merupakan 
kewajiban bagi seseorang khusunya seorang muslim untuk membayar atau 
mengeluarkan sejumlah hartanya. Menurut Sjechul Hadi Permono dalam (Sri 
Kartiko Sari, 2013) mengemukakan bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat 
dengan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat 
adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan dan 
spiritual. Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) tentang 
pengelolaan zakat yang ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 
38 Tahun 1999 disebutkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan 
oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 
menerimanya sesuai dengan syariat islam. Zakat dan pajak juga memiliki tujuan 
yang sama yaitu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Dalam rangka 
meningkatkan daya guna dan hasil guna, pemerintah menetapkan zakat harus 
dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam. Untuk itu pemerintah 
membentuk lembaga badan amil zakat atau yang sering kita dengar BAZNAS atau 
LAZ Lembaga Amil Zakat yang mana memiliki fungsi untuk melakukan 
penglolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan 





yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 
2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq 
dan sesedakah (ZIS) pada tingkat nasional.  
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir 
merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 
BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan nonstructural yang bersifat mandiri 
dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Berdasarkan UU 
No.23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Memiliki tugas dan fungsi yang 
menyesuaikan dengan mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten 
Rokan Hilir, sebagai pengelola zakat tingkat kabupaten. Berikut tabel data 
mustahik yang sudah dibantu di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir: 
Tabel 1.1  Data mustahik di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-
2020 
 
No. Tahun Jumlah Mustahik 
1. 2018 939 orang 
2. 2019 680 orang 
3. 2020 1436 orang 
 Jumlah Total Mustahik 3055 orang 
Sumber: Kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, 2021. 
Berdasarkan (databoks,2019) mayoritas penduduk di Indonesia adalah 
beragama islam. Pada tahnu 2010 penduduk islam di Indonesia tercatat mencapai 
209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi dan pada tahun 2020 
penduduk muslim di Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa. 
Dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak tidak sedikit pula permasalahan 
yang terjadi terkait zakat dan pajak. Salah satu diantaranya adalah ketika seorang 





beban ganda. Selain wajib membayar zakat mereka juga wajib membayar pajak. 
Menurut Mukhlis dan Beik (2013) menyebutkan bahwa mayoritas penduduk 
muslim di Indonesia masih enggan dan kurang termotivasi untuk membayar zakat 
khususnya membayar zakat mal. 
 Dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pemerintah berinisiatif 
menetapkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010. 
Peraturan ini mengatur tetang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya 
wajib yang   dikurangkan dari penghasilan bruto. Perhitungan pengurangan 
tersebut yang berdampak pada berkurangnya nilai beban pajak yang masih harus 
dibayarkkan (Ai Nur Bayinah, 2015). Tujuan dengan ditetapkannya peraturan ini 
adalah untuk memberikan kemudahan agar tidak membebani wajib pajak dan 
terhindar dari beban ganda serta untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam 
membayar zakat. Akan tetapi apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan 
keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat, atau 
lembaga keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketetapannya dalam  
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 pasal 2 maka pengeluaran tersebut tidak 
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.  
Zakat dan pajak, meskipun keduanya sama-sama merupakan kewajiban 
dalam bidang harta namun keduanya mempunyai falsafah khusus, dan keduanya 
berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian kadarnya, 
disamping itu berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya (Yahanan, 
2020). 
 Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan dengan ditetapkannya 





peniliti tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana perkembangan penerapan 
kebijakan tersebut di kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dengan judul 
Penerapan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2010 Zakat Sebagai 
Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Penerimaan Zakat Di 
BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang ingin dilihat dari hasil penelitian ini 
dengan latar belakang yang telah diuraikan sebagaimana tertulis diatas adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana efektivitas penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 60 
Tahun 2010 zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor 
BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?  
2. Apa saja faktor yang mengghambat penerapan kebijakan Peraturan 
Pemerintah No.60 Tahun 2010 zakat sebagai pengurang penghasilan kena 
pajak di kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah 
No. 60 Tahun 2010 zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di 





2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan kebijakan 
Peraturan Pemerintah No. Tahun 2010 zakat sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak di kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. 
 
1.4 Manfaat penelitian 
Adapun dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi: 
1. Bagi Penulis : 
a. Dapat menambahkan wawasan atau ilmu tentang zakat sebagai 
pengurang penghasilan kena pajak bagi penulis. 
b. Menjadi sebuah penerapan ilmu yang sudah dipelajari selama kegiatan 
perkuliahan.  
c. Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dan mencapai galar Ahli 
Madya (A.Md) pada prodi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
2. Bagi Pihak Lain : 
a. penelitian ini dapat menjadi acuan referensi dan saran bagi peneliti 
selanjutnya. 








1.5 Metode Penulisan Penelitian 
1.5.1 Lokasi Penelitian  
Dalam penelitian ini, lokasipenelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS 
yang beralamat di Jalan. Pahlawan No. 94, Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, 
Kabupaten Rokan Hilir. 
1.5.2 Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan pada bulan April-juni Tahun 2021. 
1.5.3 Jenis Data  
1. Data Primer 
Menurut Sugiono (2015) data primer merupakan data penelitian 
yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama. Pada 
penelitian ini data yang diambil dan diperoleh langsung dari pegawai 
kantor BAZNAS dan beberapa orang muzakki yang dijadikan sebagai 
informan dalam penelitian ini. 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data pendukung diperoleh secara tidak 
langsung yang diambil dari sumber lain yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti, data yang diperoleh seperti data jumlah 
muzakki, data sejarah BAZNAS, jurnal seputar pajak dan zakat, buku-
buku, penelitian terdahulu, peraturan-peraturan dan media elektronik 







1.5.4 Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara  
Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan 
wawancara langsung kepada 2 orang pegawai kantor BAZNAS yaitu 
dengan wakil ketua III bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan, dan 
wakil ketua IV bagian administrasi dan umum dan masyarakat, dan 5 
orang muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Rokan Hilir sebagai 
narasumber.   
Tabel 1.2 Infroman Penelitian, 2021. 
No.  Nama Jabatan 
1. SAIFUL HOTMA. P,SE Pegawai BAZNAS wakil ketua III 
2. BUDI SETIAWAN, M.Pd Pegawai BAZNAS wakil ketua IV 
3. JAKFAR Muzakki 
4. TAUFIK BASIRUN Muzakki 
5. JOHAN Muzakki ASN di Kemenag Kab. 
Rokan Hilir 
6. AMINAH Muzakki ASN di MAN 1 ROHIL 
7. FATMA Muzakki ASN di MAN 1 ROHIL 
 
2. Dokumentasi 
Dalam (Suharsimi,2010) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 
yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk catatan, transkip, buku, 
surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainnya. 
Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, data jumlah 
muzakki, panduan pengelolaan zakat dari BAZNAS Rokan Hilir dan 
dokumen pelengkap lainnya, buku, jurnal, dan gambar yang berupa 





sebagai laporan keterangan  saat wawancara yang dapat mendukung 
penelitian. 
1.5.5 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu setelah semua 
data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan dengan kata-kata secara 
sistematis, sehingga dapat tergambar secara rinci sehingga dapat tergambar 
kesimpulan akhirnya.  
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematis tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan 
memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isintugas akhir yang 
ditunjukkan sebagai berikut: 
BAB I     :  PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini disajikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB  II :  GAMBARAN UMUM KANTOR 
  Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dan sejarah 
berdirinya kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, dengan meliputi 
Visi dan Misi, dan sturktur organisasi. 
BAB III   :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengaruh 
penerapan peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena 






BAB IV    :   PENUTUP 
   Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 




















GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN ROKAN HLIR 
 
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Kabupaten Rokan Hilir 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir 
merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 
BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan nonstructural yang bersifat mandiri 
dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Berdasarkan UU 
No.23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Memiliki tugas dan fungsi yang 
menyesuaikann dengan mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten 
Rokan Hilir, sebagai pengelola zakat tingkat kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas 
tersebut, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir menjalankan 5 (lima) fungsi 
diantarannya: 
1. Perencanaan pengelolaan zakat tingkat kabuparten; 
2. Pengumpulan zakat tingkat kabupaten; 
3. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten; 
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat tingkat kabupaten; 
5. Dan pemberian rekomendasii pertimbangan izizn pembentukan perwakilan 
LAZ. 
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, 
secara bertahap masalah zakat akan dapat dikelola dengan baik, semakin baiknya 
pengelolaan zakat maka akan diprediksikan omset bentuk rupiah yang terkumpul 







tercapai tujuan yang signifikanndengan secacra tidak langsung kesejahteraan 
masyarakat meningkat. 
Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir ikut membantu program 
pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan 
Kabupaten Rokan Hilir melalui program: 
1. Rohil Cerdas, program bantuan yang diberikan dibidang pendidikan 
dengan pendanaan operasional ke rumah tahfidz AL Quran dan pesantren. 
BAZNAS bermaksud membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu dan 
mengajak mereka menatap masa depan melalui program pengembangan 
pendidikan serta menyiapkan generasi penerus agama dan lembaga yang 
memiliki integritas lide skill. 
2. Rohil Makmur, program bantuan dibidang ekonomi dengan tujuan 
memakmuekan umat dengan melalui zakat. Program ini dikhusukan untuk 
membantu dan memberdayakan pedagang mikro yang tidak bisa dilakukan 
oleh lembaga keuangan besar. Untuk mewujudkan Rohil makmur 
BAZNAS memberikan bantuan berupa midal usaha untuk pelaku usaha 
mikro, pembinaan dan pendampingan usaha dan bantuan alat kerja.  
3. Rohil Peduli, program yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang 
tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana atau kebanjiran. 
4. Rohil Sehat, program yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang 
mengalami kesulitan dalam biaya pengobatan, rawat inap dan obat-obatan, 





5. Rohil Taqwa, bantuan dibidang dakwah yaitu bantuan dalam kegiatan 
dakwah untuk ustadz/zah, safari dakwah dan pembinaan masyarakat.   
 
2.2 Visi dan Misi Kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir 
Adapun yang menjadi visi misi Kantor BAZNAS secara umum dimana 
termasuk didalamnya Kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai 
berikut: 
1. Visi Kantor BAZNAS Kab. Rokan Hilir yaitu: “Menjadi Badan Amil 
Zakat  Nasional Yang Amanah, Transparan, Akuntable Dan Professional 
Di Kabupaten Rokan Hilir.” 
2. Misi Kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yaitu:  
a. Meningkatkan kesaqdaran masyarakat Muslim Rokan Hiir untuk 
berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. 
b. Meningkatkan penghimpunan dana dan pendayagunaan zakat 
Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip 
manajemen modern. 
c. Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, 
transparan, akuntable, professional, dan terintegrasi. 
d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di 
Kabupaten Rokan Hilir melalui sinergi dan koordinasi dengan 
pemerintaha daerah dan lembaga lainnya. 
 
2.3 Struktur Organisasi Kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir 
Sturktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara 





jawab masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan tujuan 
untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan 
teratur dan baik dan untuk mencapai tujuan yang diingikan secara maksimal. 







































B. ADM, SDM DAN 
UMUM 
SATUAN AUDIT INTERNAL 












STAFF IT/ SIMBA 
GUNTUR WIBOWO 













2.4 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja kantor BAZNAS Kabupaten Rokan 
hilir 
Adapun tugas pokok pada masing–masing Bagian pada Kantor BAZNAS 
Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut : 
I. Satuan Audit Internal : 
1. Bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Kabupaten Rokan 
Hilir; 
2. Mempunyai tugas pelaksanaan audit keuanga, audit manajemen , 
audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten 
Rokan Hilir; 
3. Penyiapan program audit; 
4. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasaan ketua 
BAZNAS; 
5. Menyusun laporan hasil audit; 
6. Meniapkan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal. 
II. Ketua : 
1. Melaksankan garus kebijakan Badan Amil Zakat dalam program 
pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan 
lainnya; 
2. Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat; 
3. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan 





4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD 
sesuai dengan tingkatnya; 
III. Wakil ketua I ( Bidang Pengumpulan) : 
1. Membantu ketua dalam menajalankan tugas sehari-hari; 
2. Menyusun strategi pengumpulan ziswaf; 
3. Melaksanakan sosialisasi dan kampanye ziswaf; 
4. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzzaki; 
5. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpul 
ziswaf; 
6. Melaksanakan pengendalian pengumpulan muzzaki; 
7. Melaksanakan pengelolaan pelayanan muzzaki; 
8. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf; 
9. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan 
ziswaf; 
10. Melaksanakan penerimaan tindak lanjut complain atas layanan 
muzzaki; 
11. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan ziswaf di 
tingkat provinsi dan/ kabupaten/kota; 
12. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidangg 
pengumpulan; 







IV. Wakil Ketua II ( Bidang pendistribusian dan pendayagunaan ) 
1. Membantu ketua dalam menjalankan tugasnya sehari-hari 
2. Menyusun strategi ipendistribusian dan pendayagunaan ziswaf 
3. Mengelola dan mengembangkan data mustahik 
4. Melaksanakan dan melakukann pengendalian pendistribusian dan 
pendayagunaan ziswaf 
5. Menela’ah dan mengaluasi kelayakan pendistribusian dan 
pendayagunaan ziswaf sesuai program 
6. Menyusun laporan dan pertanggungjawban pendistribusian dan 
pendayagunaan ziswaf 
7. Mengadakan survey apabila dibutuhkan terhadap mustahik supaya 
tepat sasaran pendistribusian ziswaf 
8. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan 
pendayagunaan ziswaf 
9. Membuat kalender kegiatan pendistribusian ziswaf 
10. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang 
pendistribusian dan pendayagunaan 
11. Melaksanakan pendistribusian ziswaf secara tertib dan rapi 
12. Melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai dengan keputusan rapat 
pleno. 
V. Wakil Ketua III ( Bidang Perencanaan, Pelaporan dan keuangan): 
1. Menyusun da melaksankan penyiapan penyusunan rencana 





2. Menyusun rencana kerja dann anggaran tahunan; 
3. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 tahun terhadap pengelolaan 
ziswaf dan program kerja dibidang keuangan lainnya; 
4. Melaksanakan pengelolaan keuangan; 
5. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan 
pengendalian anggaran; 
6. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja; 
7. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatann dan belanja; 
8. Menyusun kebijak teknis di bidang keungnan dan pengelolaan aset 
besinergi dengan bagisn umuum; 
9. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan; 
10. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan 
keuangan dan aset; 
11. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian 
perencanaan, keuanga, dan pelaporan; 
12. Melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai dengan keputusan rapat 
pleno. 
VI. Wakil Ketua IV ( Bidang ADM, SDM dan Umum ) : 
1. Mengkoordinir penyusunan program kerja bidang SDM dan 
umum; 






3. Menyusun rencana strategis dan standar operasioonal nprosedur 
Badan Amil Zakat Nasional dan pernecanaan amil zakat; 
4. Menyusun strategis peningkatan kualitas sumber daya amil zakat 
dan kredinilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi 
dari lembaga sertifikasi profesi BAZNAS; 
5. Melakukan pembagian tugas, memberikan dan pengawasan, 
pengendalian serta memberi penilaian terhadap pelaksanaan tugas 
amil zakat dan pegawai di lingkungan BAZNAS; 
6. Mengkoordinir pennyusunan kebijakan pedoman dan petunjuj 
teknis dibidang SDM dan umum; 
7. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian 
dan pelaporan aset; 
8. Mengkoordinasi penyelenggaraan sistem kerja bidang SDM dan 
umu; 
9. Mengkoordinasi evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan 
kerja bidang SDM dan umum; 
10. Mengkoordinir pengamanan dokumen dan dokummentasi aset; 
11. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
12. Memberikan usulan dan saran kepada atasan dalam rangka 
kelancaraan pelaksanaan tugas; 
13. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan 
LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan 





14. Melaksanakan administrasii dan tata usaha pad bagian administrasi 
SDM dan Umum; 
VII. Sekretaris : 
1. Bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS; 
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemimpinan 
BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaa, 
pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan, pendsitribusian dan 
pendayagunaan zakat; 
3. Melaksankan penyiapan pembuatan laporan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang 
BAZNAS; 
4. Menyusun rencana kerja tahunana masing-masing bidang; 
5. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, dan pengamanan 
admisitrasi umum, dan doukmen kelembangaan; 
6. Mempersiapkan rapat dan keperluan rapat dan dinas melaksanakan 
tugas notulensi kegiatan; 
7. Melaksanakn tugas-tugas lain yang diberikan komisioner 
BAZNAS; 
VIII. Bendahara : 
1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan wakil III bidang 
keunagan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan bidang 
keuangan; 





3. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan; 
4. Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan 
pendaygunaan dari bidang pengumpulan. 
5. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan 
dan penyaluran dana zakat; 
6. Mempertanggungjawabkan dana zakat dan dana lainnya; 
7. Menerima, mencatat/membukukan dan membayarkan dana sesuai 
dengan ketentuan meliputi pengeluaran operasional dan 
pendistribusian; 
8. Menyerahkan dana yang sudah disetujui pimpinan kepada yang 
berhak menerimannya; 
9. Meencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi; 
10. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor; 
11. Menyiakan laporan keuangan BAZNAS. 
IX. Bidang Administrasi, Umum dan Pelayanan : 
1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan wakil ketua IV 
dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan bagian 
adminstrasi umum dan aset; 
2. Memberikan pelayanan dan informasi kepada muzzaki dan 
mmustahik; 
3. Melakukan registrasi muzzaki dan calon mustahik; 
4. Penerbitan kartu NPWZ bagi muzzaki dan verifikasii data 





5. Memberikan tanda bukti kepada muzzaki dan mustahik; 
6. Menginput dab berkoordinasi bagian data dan SIMBA terkait data 
calon muzzaki dan mustahik; 
7. Meneruskan bahan ke bidang pengumpulan data. 
X. Bidang Pengumpulan  
1. Melakukan koordinasi dengan wakil ketua I  
2. Mengkoordinasi penyusunan program kerja tahunan bidang 
pengumpulan; 
3. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan di lingkungan bidang pengumpulan; 
4. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja program 
pengummpulan; 
5. Mengkoordinir pelaksanaan program pengumpulan ziswaf; 
6. Mengkoordinir evaluasi pelaksanaan program secara berkala; 
7. Menela’ah dan melakukan evaluasi strategi dan pola pengumpulan 
data secara program; 
8. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pengumpulan kepada 
wakil ketua I; 
9. Berkoordinasii dengan bagian keuangan dan secretariat perihal 
pengumpulan; 






XI. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 
a. Pendistribusian 
1. Melakukan koordinasi dengan wakil ketua II bidiang 
pendistribusian dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan 
bagian pendistribusian. 
2. Mengkoordinir penyusunan program kerja tambhan bidang 
pendistribusian. 
3. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pendistribusian. 
4. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja program, evaluasi 
pelaksanaan program secara berkala dan pelaksanaan program 
pendistribusian. 
5.  Menela’ah kelayakan pendistribusiann sesuai dengan program.  
6. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian 
kepada Wakil Ketua II. 
7. Berkoordinasi dengan bagian pendayagunaan terkait dengan 
oendistribusian. 
8. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sektretariat dan pihak-
pihak tertentu perihal pendistribusian. 
9. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 






1. Membuat kelander kegiatan tahunan bidang pendayagunaan.  
2. Bersinergi dengan bidang pendistribusian dala, program. 
3. Menguatkan program pendistribusian agar mustahik dapat lebih 
mandiri. 
4. Membuat program agar merubah mustahik menjadi muzakki serta 
mensukseskan program unggulan BAZNAS Kabupaten Rokan 
Hilir. 
5. Bertanggung jawab kepada wakil ketua II dan Ketua BAZNAS. 
6. Mengkoordinir bidang oendayagunaan, tugas-tugas asministrasu 
serta lapngan dan mengkoordinir setiap informasi dan tugas kepada 
staff. 
7. Memipin rapat bidang pendayagunaan. 
8. Berkoordinasi dengan bidang keuangan, umum dalam hal eksekusi 
program. 
9. Berkoordinasi dengan bidang pendistribusian dalam 
halpelaksanaan program. Dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain 
yang terkait dengan pendayagunaan. 
10. Berkonsultasi dan berkjoordinasi dengan Wakil Ketua II  
11. Memberikan lapooran program kepada Wakil Ketua II diteruskan 
ke ketua BAZNAS. 
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan suesuai 





13. Bertanggung jawab terhadap arsip dan dokumentasi program 
pendayagunaan. 
XII. Bidang Hubungan Masyarakat :  
1. Melakukan koordiinasi dengan Wakil ketua IV bidang 
administrasi, umum dan Aset dalam melaksankan tugas yang 
berkairtan dengan hubungan masyarakat. 
2. Mencari, mengumpulkan, mennyaring, mengkliping dan 
menganalisi infirmasi seputar BAZNAS. 
3. Melaksankan pengolahan data dan analisi berita yang diterima 
sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan. 
4. Menyiapkan narasi untuk bahan pemberitaan dan bahan informasi 
baik kepada media cetak atau media elektronik. 
5. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan 
kegiatan untuk media massa.  
6. Mempersiapakan dan menyiapkan rencana peliputan acara kegiatan 
BAZNAS. 
7. Menyusun berita tentang kegiatan BAZNAS dalam bentukriilis 
berita serta menyajikan berita di media BAZNAS. 
8. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk 
Publikasi kegiatan BAZNAS. 
9. Melaksanakan klarifikasi pemberitaan di media massa untuk 






10. Mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk publikasi 
dan dokumentasi BAZNAS. 
11. Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan BAZNAS dalam 
rangka pelaksanaan publikasi dan dokumentasi. 
12. Melaksanakan penyebarluasann informasi melalu media BAZNAS 
(website, facebook, twitter). 
13. Melaksankan pengelolaan, pengaturan dan pengurusan kegiatan 
protololer serta perjalanan dinas. 
XIII. Bidang Surveyor : 
1. Melakukan koordinasi dengan wakil ketua IV bidang administrasi, 
umum dan aset dakam melaksankan tugas yang berkaitan dengan 
bidang surveyor. 
2. Melakukan survey terhadap calon mustahik supaya tepat sasaran.  
3. Berkoordinasi dengan bagian data dan informasi terkait calon 
mustahik. 
4. Mendokumentasikan calon ustahik dan kegiatan pendistribusian. 
5. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey 
kepada Kabid. Pendistribusian. 
6. Melaksankan tugas tertentu terkait dengan pendistribusian. 
XIV. BIDANG SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN BAZNAS  
1. Melaksankan koordinasi dengan wakil ketua IV bidang 
administrasi, umum dan aset dalam melaksankan tugas yang 





2. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data 
muzakki dan mustahik. 
3. Membri pelayana dan informasi terkait pendistribusian kepada 
muzakii dan mustahik. 
4. Mengimput data muzaki dan calon atau penerima bantuan ke 
SIMBA. 
5. Melakukan verifikasi data dan dokumentasi mustahik. 
6. Melakukan pencetakan kwitansi pendistribusian dari SIMBA. 
7. Meneruskan data calon atau penerima bantuan kepada 
pendistribusian.  













4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan dari data-data yang telah di paparkan diatas, 
maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Terjadinya peningkatan pada penerimaan zakat dan jumlah muzakki yang 
membayar zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, akan  tetapi 
peningkatan yang  terjadi bukan karena diterapkannya peraturan zakat 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak melainkan dikarenakan 
penerapan Peraturan Daerah Rokan Hilir No.15 Tahun 2019 yang 
mewajibkan seluruh ASN di Kabupaten Rokan Hilir untuk membayarkan 
zakatnya di kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Pernyataan ini 
didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Hotma P.SE 
selaku wakil ketua III:  
“Benar terjadinya peningkatan penerimaan zakat dan jumlah 
muzakki, peningkatan tersebut tidak ada pengaruhnya dengan 
ditetapkannya Peraututan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 zakat 
sebagai pengurang pajak. Akan tetapi peningkatan tersebut terjadi 
setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Rokan Hilir No.15 Tahun 
2019 berisi tentang perintah yang  mewajibkan seluruh ASN 
Kabupaten Rokan Hilir untuk membayar zakat di BAZNAS”. 
Penerapan peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena 







sendiri telah melakukan upaya dengan sosialisi. Namun, penerapan tentang 
peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih belum 
efektif hal ini di dukunng berdasarkan hasil penelitian dimana banyaknya 
masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya peraturan ini. 
2. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan penerapan Peraturan 
Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang zakat sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut : 
a. Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, serta 
rendahnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang 
mana zakat dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. 
b. Tidak adanya koordinasi atau kerja sama antara pihak kantor pajak 
dengan kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan 
penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang 
zakat sebagai pengurang pajak. 
c. Kurangnya himbauan dari pemerintah yang tegas tentang penetapan 
peraturan zakat sebagai pengurang pajak. 
d. Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai media publikasi. 
 
4.2 Saran   
1. Bagi kantor BAZNAS dan kantor pajak, diharapkan bekerja sama dan 
tidak berjalan sendiri-sendiri kedepannya dan lebih gencar serta berperan 
aktif dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 
zakat sebagai pengurang pajak. Agar peraturan tersebut dapat diterapkan 





2. Bagi pemerintah diharapkan lebih tegas dalam menerapkan kebijakan 
zakat sebagai pengurang pajak agar tidak ada lagi pihak yang berjalan 
dengan secara sendiri-sendiri dan ikut serta dalam mensosialisasikan 
tentang kebijakan peraturan ini. 
3. Dan penulis berharap agar pemerintah membuat sistem yang lebih mudah 
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Wawancara dengan pegawai BAZNAS Bapak Saiful Hotma P.SE selaku wakil 
ketua III pada tanggal 09 Juni 2021. 
Wawancara dengan pegawai BAZNAS Bapak Budi setiawan selaku wakil ketua 
IV pada tanggal 27 April 2021. 
  
Wawancara dengan Bapak Jakfar muzakki di kantor BAZNAS Kabupaten Rokan 
Hilir pada tanggal 03 Mei 2021. 
Wawancara dengan Bapak Taufik Basirun muzakki di kantor BAZNAS 
Kabupaten Rokan Hilir via telepon pada tanggal 03 Mei 2021. 
Wawancara dengan Ibuk Fatma dan Bapak Johan muzakki di kantor BAZNAS 
Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 05 Juni 2021. 
Wawancara dengan Ibu Aminah muzakki di kantor BAZNAS Kabupaten Rokan 
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1.4 Dokumentasi WAWANCARA 
 
Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Saiful Hotma SP selaku pegawai BAZNAS 
Kabupaten Rokan Hilir. 
 
Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Johan selaku muzakki di BAZNAS 



















Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Jakfar selaku muzakki di BAZNAS 












Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Aminah selaku muzakki di BAZNAS Kabupaten 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PEGAWAI BADAN 
AMIL ZAKAT (BAZNAS) KABUPATEN ROKAN HILIR 
1. Apakah terjadi pengaruh serta peningkatan dalam penerimaan zakat 
setelah diterapkannya pp no. 60 tahun 2010 di kantor BAZNAS 
Kabupaten Rokan Hilir? 
2. Apakah penerapan kebijakan PP No. 60 Tahun 2010 sudah efektif di 
kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir? 
3. Apa saja upaya yang BAZNAS lakukan dalam menerapkan PP No. 60 
Tahun 2010 ini? 
4. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penerapan kebijkan PP 
No. 60 Tahun 2010?  










DAFTAR PERTANYAAN KEPADA MUZAKKI BAZNAS KABUPATEN 
ROKAN HILIR 
1. Apakah benar Bapak/Ibu membayar zakat di kantor BAZNAS? 
2. Apa alasan Bapak/Ibu membayar zakat di kantor BAZNAS? 
3. Apakah bapak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2010 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak? 
4. Apa saran yang harus dilakukan BAZNAS dan kantor pajak agar peraturan 
ini dapat diterapkan dengan baik dan diketaui oleh masyarakat luas 
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